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vABSTRAK
YUDITH FITRI DEWANTY. E0011341. 2015. FORMULASI PENGATURAN
PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN
MASIF DITINJAU DARI PELAKSANAAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-
XII/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pelanggaran Pilpres
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, kualifikasi pelanggaran
Pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, serta formulasi yang ideal mengenai
pengaturan pelanggaran Pilpresyang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang
bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang
penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan pelanggaran
Pilpres dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 belum merumuskan bentuk-
bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga saat
terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pilpres 2014, penilaian
mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif saat ini hanya didasarkan
pada yurisprudensi putusan PHPU Kepala Daerah terdahulu dan Tafsir Konstitusi
yang antara lain menyebutkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah
berupa manipulasi syarat administratif pencalonan, politik uang, politisasi birokrasi,
kelalaian petugas dan/atau penyelenggara Pemilu, manipulasi suara, adanya
ancaman/intimidasi, dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu. Sehingga formulasi
ideal pelanggaran Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif meliputi jenis
pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan kualifikasi telah dilakukan oleh aparat
pemerintah maupun penyelenggara Pemilu secara struktural, direncanakan secara
matang, sistemik dan memiliki dampak yang masif serta tidak sporadis.
Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian
lebih lanjut guna pembangunan ilmu Hukum Tata Negara serta memberikan
sumbangan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan suatu
formulasi yang ideal mengenai pelanggaran Pilpres yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas
Kata kunci : formulasi, pemilu, terstruktur sistematis masif.
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ABSTRACT
YUDITH FITRI DEWANTY. E00111341. 2015. FORMULATION OF THE
RULES ON THE STRUCTURED, SYSTEMATIC AND MASSIVE VIOLATIONS
IN THE PRESIDENTIAL ELECTION VIEWED FROM THE ELECTORAL
INTEGRITY (A STUDY INTO THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NO. 1/PHPU.PRES-XII/2014). Faculty of Law, Sebelas Maret University
Surakarta.
This study aims to determine the qualifications of the violations in the
Presidential Election as set out by Law Number 42/2008, the qualifications of the
structured, systematic and massive violations in the Presidential Election as set out in
the Constitutional Court Decision Number 1 / PHPU.PRES-XII / 2014, and the ideal
formulation of the rule on the structured, systematic and massive violations in the
Presidential Election.
This study is a normative, prescriptive legal study as it pertains to a scientific
inquiry to arrive at the truth based on scientific logic of the law, by using case and
conceptual approaches. The types of legal materials used include the primary and
secondary legal materials.
The results showed that the ruling on the violations in the Presidential
Election as set out by Law Number 42/2008 does not include a formulation of the
forms of the structured, systematic and massive violations so that in the 2014
Presidential Election, the assessment regarding the structured, systematic and
massive violation was merely based on the jurisprudence of the previous rulings in
the Results Dispute of the Regional Head Elections and on the Interpretation of the
Constitution, in which, among others, it is stated that the structured, systematic and
massive violations are in the forms of manipulation to candidates' administrative
requirements, money politics, politicization of bureaucracy, negligence of the election
organizers, vote manipulation, threats/intimidation, and non-impartiality of the
election organizers. Therefore, the ideal formulation of the structured, systematic and
massive violations in the presidential election should include  those types of
violations with such qualifications as having been carried out by government officials
and election organizers structurally, carefully and systemically planned, and have a
massive, instead of sporadic, impacts.
The results of this study are expected to provide the basis and foundation for
further researches for the development of the Constitutional Law studies and to
contribute and become a consideration for stakeholders in formulating an ideal
formulation of the structured, systematic and massive violations in the Presidential
Election in order to implement an election with integrity.
Keywords: formulation, election, structured systematic massive.
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MOTTO
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai
dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)
Carpe diem, quam minimum credula postero. Petiklah hari dan percayalah akan hari
esok.
(Quintus Horatius Flaccus).
Orang yang tidak pernah berbuat kesalahan pasti dia adalah orang yang tidak
pernah melakukan apa-apa. Maka coba, berbuatlah, dan jangan takut melakukan
kesalahan.
(Ayahanda Penulis, Yusni Kuswanto)
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Nadya Rahmayani,dan Muhammad Aditya Firdausi.
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